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BAB V  

PENUTUP 

 
1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik 

kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini, oleh karenanya maka 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Gugatan harta waris yang masih berada dalam objek jaminan yang 

diajukan oleh saudara-saudara pewaris kepada pengadilan agama Talu 

dengan putusan nomor 559/Pdt.G/2022/PA. Talu pada dsasarnya 

mengabulkan gugatan para Penggugat. Dalam menghadapi gugatan harta 

waris yang objeknya sedang dijaminkan, Pengadilan tetap dapat memutus 

gugatan tersebut. Meskipun secara normatif, harta yang kedudukannya 

sedang berada sebagai jaminan utang, atau harta yang belum sempurna 

kepemilikannya, seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai objek 

sengketa pembagian harta waris sebagaimana yang tertuang dalam SEMA 

Nomor 3 Tahun 2018. Namun berdasarkan ketentuan Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan 

bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya, yaitu tetap mengabulkan dengan hanya menetapkan bagian 

masing masing ahli waris saja dan menangguhkan pembagian objek 

sengketa tersebut hingga terselesaikan hak dan kewajiban terhadap 

agunan sehingga harta tersebut kembali menjadi milik sepenuhnya (milk 

al-tam).  

2. Dalam perspektif maqashid syari’ah, putusan ini berada dalam kategori 

dharuriyah dari segi hifz al-mal yang artinya kebutuhan tersebut akan 

menimbulkan bahaya jika tidak terpenuhi, karena harta waris sendiri 

sejatinya harus segera dibagikan agar tidak ada harta waris yang tidak 

terbagi, dan senantiasa diserahkan kepada ahli waris yang berhak. Harta 
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tersebut suatu saat akan kembali kepada pemilik agunan, dengan 

menetapkan bagiannya terlebih dahulu dan menangguhkan pembagian 

hingga selesai kewajiban terhadap agunan tersebut, maka hal ini 

diperlukan untuk memberikan kepastian, keadilan dan mencegah potensi 

perselisihan di antara ahli waris dikarenakan Tergugat tidak ingin 

membagi harta tersebut. Jadi pada dasarnya penggunaannya sejalan 

dengan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara hak manusia, menciptakan 

kesejahteraan, mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan.  

1.2  Saran  

1. Pemerintah sebagai lembaga Negara harus meninjau ulang Undang-

undang mengenai perlindungan terhadap hak para ahli waris atas objek 

harta warisan yang sedang dijaminkan di bank oleh salah satu ahli waris, 

karena hal ini dapat merugikan masyarakat khususnya para penggugat 

akan sangat dirugikan jika tidak ada kepastian hukum.  

2. Bagi setiap Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus 

perkara gugatan hak waris yang masih berada dalam objek jaminan, agar 

dapat menggunakan teori maqasid syari’ah dan hukum progresif sehingga 

dapat memberikan keadilan kepada para pihak berperkara khususnya 

kepada pihak yang bukan sebagai pihak debitur, sehingga kasus tersebut 

dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas, dan tidak menjatuhkan 

putusan yang menyatakan tidak dapat menerima (niet onvankelijke 

verklaard) gugatan para pihak hanya dengan alasan karena objek sengketa 

dijaminkan pada bank.  

3. Bagi pembaca atau kepada para mahasiswa yang nantinya akan meneliti 

dengan kasus yang serupa, peneliti berharap agar lebih teliti dan cermat 

dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap kepada penelitian 

selanjutnya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari yang 

penulis teliti pada skripsi ini.  
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